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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai

Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara Financial Technology

Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Sebagai Upaya Pencegahan dan

Penanggulangan Gagal Bayar” yang telah penulis lakukan, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa pemberian dana proteksi oleh penyelenggara

P2P lending sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar

termasuk ke dalam ruang lingkup jaminan yang dilarang dalam Pasal 111

huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2020 tentang Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi dikarenakan pihak penyelenggara

hanya berperan sebagai perantara kreditur dan debitur sehingga tidak

memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan seperti dana proteksi

sehingga penyelenggara P2P lending yang memberikan dana proteksi

dapat dikatakan telah melanggar Pasal 111 huruf f POJK No.

10/POJK.05/2022. Tetapi, apabila dilihat dari prosedur pemberian dana

proteksi lalu dikaitkan dengan pengertian jaminan, maka seharusnya dana

proteksi tersebut tidak dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup

jaminan dikarenakan jaminan dan dana proteksi merupakan 2 hal yang

berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidakjelasan
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mengenai jaminan yang dimaksud dalam POJK No. 10/POJK.05/2022

dikaitkan dengan teori yang ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan pemberian dana

proteksi oleh penyelenggara P2P lending, yakni :

1. Terkait pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022, sebaiknya

OJK lebih menegaskan lagi mengenai lingkup pemberian jaminan

yang dilarang, baik pemberian jaminan secara langsung maupun

tidak langsung sehingga tidak menimbulkan penafsiran pada

penyelenggara dan nantinya tidak menimbulkan kerugian terhadap

kreditur yang sudah menyalurkan dananya dalam P2P lending

apabila penyelenggara P2P lending diberhentikan secara tiba-tiba.

2. Sebaiknya OJK lebih mendalami terkait pengertian dan prosedur

pemberian dana proteksi oleh penyelenggara lalu dicocokkan

dengan pengertian dan pengaturan jaminan dalam KUHPer,

dikarenakan penulis berpendapat bahwa dana proteksi dan jaminan

merupakan 2 hal yang berbeda sehingga seharusnya pemberian

dana proteksi diperbolehkan.

3. Sebaiknya OJK melakukan penyempurnaan Peraturan OJK

No.10/POJK.05/2022 agar dapat menjawab segala permasalahan

yang muncul dalam transaksi P2P lending, misalnya penyelesaian

pembayaran apabila debitur meninggal dunia, menghilang, dan lain
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sebagainya sehingga terdapat keseragaman dan kepastian dalam hal

metode penyelesaian pada setiap penyelenggara.

4. Sebaiknya penyelenggara untuk saat ini membuat perjanjian yang

isinya dapat lebih memberikan perlindungan dan kepastian kepada

kreditur/pemberi dana dikarenakan untuk saat ini segala

mekanisme penyelesaian didasarkan pada perjanjian tersebut.
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